ABSTRAK
Della Fitriyani. Perkawinan Berwalikan Hakim tanpa Penetapan Wali Adhal dari
Pengadilan Agama dalam Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini membahas tentang perkawinan yang berwalikan hakim akibat
dari ayah kandungnya yang enggan untuk menikahkan namun tidak melalui
penetapan wali adhal di Pengadilan Agama. Wali nikahnya dilakukan oleh kepala
Kantor Urusan Agama yang tertulis dalam buku nikahnya sebagai wali hakim, akan
tetapi penetapan wali adhal terhadap wali nasabnya tidak ada sehingga
pengangkatannya secara hukum tidak pernah terjadi.

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui sebab-sebab apa saja yang
menjadikan wali adhal menurut hukum perkawinan di Indonesia, untuk mengetahui
faktor-faktor penyebab berpindahnya perwalian dari wali nasab kepada wali hakim
dan untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap perkawinan yang
berwalikan hakim tanpa penetapan dari Pengadilan Agama. Dengan metode
penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Penelitian dilaksanakan dengan
menghimpun sumber-sumber baik yang primer maupun sekunder, dengan
pendekatan yuridis empiris yang bersifat case approach atau pendekatan kasus.

Kaidah fighiyyah menyebutkan bahwa menolak madhorot harus lebih
didahulukan dari mengambil mashlahat. Kemudian kaidah lain menyebutkan
bahwa tashorruful imam ‘ala ro’iyyah manuthun bil mashlahat, yang artinya
tindakan pemimpin atas rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan.

Hasil dari penelitian ini adalah perkawinan yang dilakukan dengan
berwalikan hakim tanpa penetapan wali adhal dalam hukum perkawinan di
Indonesia dinilai sah, asalkan sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan.
Statusnya sah karena belum ada aturan yang menjelaskan tentang konsekuensi
hukum apabila melanggar ketentuan mengenai hal ini. Adapun tujuan dari Pasal 23
ayat (2) KHI jo. Pasal 2 ayat (2) PERMA Nomor 30 Tahun 2005 yang
mengharuskan untuk menyatakan adhalnya wali ditetapkan dengan putusan
Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal
calon mempelai wanita tentang wali tersebut merupakan langkah preventif agar jika
di kemudian hari wali nasabnya mengajukan gugatan terhadap pernikahannya maka
perempuan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum terkait adhalnya wali nasab
dan telah diberi hak untuk menikah dengan berwalikan hakim. Adapun pada
perkara ini, akan lebih baik jika perempuan tersebut mengajukan itsbat nikah
kepada Pengadilan Agama dengan berlandaskan pada Pasal 7 ayat (3) huruf c
Kompilasi Hukum Islam, yang bunyinya ialah: (3) “Itsbat nikah yang dapat
diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;”.
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